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ABSTRAK

Nama/Nim . Difa Mutia Dara/180105056
Fakultas/Prodi . Syari’ah & Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Hak Maternitas Tenaga Kerja Perempuan Dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan)

Tanggal Munagasyah : 20 Juli 2022

Tebal Skripsi . 55 Halaman

Pembimbing | . Dedy Sumardi, M.Ag

Pembimbing Il . Nahara Eriyanti, M.H.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Hak

Matrnitas, Tenaga Kerja Perempuan

Penelitian ini membahas tentang penerapan hak maternitas tenaga kerja
perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Hak maternitas adalah hak-hak
kesehatan reproduksi yang terdapat pada perempuan. Hak maternitas merupakan
salah satu hak yang diterima para tenaga kerja. Hak maternitas tenaga kerja
perempuan telah diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi terdapat hak-
hak maternitas tenaga kerja perempuan yang terabaikan oleh Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan. Studi ini mengkaji bagaimana hak maternitas
tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan
bagaimana Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan memenuhi hak-
hak maternitas tenaga kerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperolen melalui teknik
observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa
Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan belum sepenuhnya
memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan seperti hak mendapatkan cuti
menstruasi, dan hak mendapatkan fasilitias menyusui. Hak mendapatkan cuti
menstruasi dikarenaka minimnya pengetahuan dari tenaga kerja perempuan,
sehingga hak-hak ini sering terabaikan di Kampus Politeknik Industri Teknologi
Medan. Sedangkan hak mendapatkan fasilitas menyusui dikarenakan
terbatasnya alokasi anggaran Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri
Medan untuk menyediakan fasilitas perempuan menyusui atau ibu hamil. Di
samping itu juga minimnya pengawasan dan sosialisasi dari dinas tenaga kerja
dan transmigrasi.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi

yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
t (dengan
Tidak (deng
1 f _ 1 h t titik di
dilambangkan
bawahnya)
z (dengan
2 = B VY ] z titik di
bawahnya)
3 & T YA & ¢
s dengan
4 | & $ titik di b & gh
atasnya
5 d J Y. o f
h dengan
6 z h titik di AR d q
bawahnya
7 d kh Yy d k

viii




z dengan
9 3 V4 titik di Y¢ A m
atasnya
10 J R Yo ¢ n
11 J Z AR ) w
12 | o S Yy 5 h
13 | o sy YA s ’
s dengan
14 | o= S titik di Y4 it y
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya Al
s O Fathah dan wau Au
Contoh:
S = kaifa,
Jdsa =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fathah dan alif atau ya A
5 Kasrah dan ya I
3 Dammah dan wau U
Contoh:
&= gala
= rama
J8 = gila
J5% = yagilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup




Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Lajjiak  raudah al-asfal/ raudatul agfal
5aadié 35 al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madmatul Munawwarah
FECA Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu ataupun
secara kelompok, biasa diartikan sebagai tenaga kerja, sehingga tenaga kerja
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan aktifitas perekonomian
nasional menjadi lebih produktif dan-menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.*
Keberadaan perusahaan di Indonesia tentunya mengakibatkan dibutuhkannya
tenaga kerja. Selama perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tentunya
perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak yang akan didapatkan oleh para
pekerja sebagal manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5
memberikan perlindungan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan
yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”?> Demikian pula
dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”?
Berdasarkan berlakunya Pasal yang mengatur tentang hak tenaga Kkerja
mempertegas bahwa tenaga kerja mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh
suatu perusahaan.* Pengertian tenaga kerja yang terdapat pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tentang tenaga
kerja yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja yang memberikan arti bahwa

semua orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di

! Sutedi Andrian, Hukum Pemburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

2 Kemenperin, “Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003,” Ketenagakerjaan
(2003).

% Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, dan Muhammad Rifan Nasution, “Undang Undang
Dasar 19457 (2019): 8.

4 A.A Gede Agung Dharma Kusuma Arik Andriani, “Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan yang Bekerja Di Malam Hari Di Hotel Nikki Denpasar,” Jurnal llmiah Kertha
Semaya 01, no. 09 (2013): 1.
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dalam ataupun di luar hubungan kerja untuk memperoleh barang ataupun suatu
jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.®

Hak yang seharusnya diterima tenaga kerja diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Hak tersebut mencakup tentang
perlindungan terhadap tenaga kerja. Hak ini harus diperjuangkan dan dipenuhi
oleh perusahaan supaya harkat dan martabat kemanusiaan tenaga kerja juga ikut
diangkat. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan
jaminan akan hak-hak dasar pegawai tentu saja tetap memperhatikan
perkembangan dan kemajuan pada dunia bisnis atau usaha nasional dan
internasional. “Semua orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan
serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”, hal tersebut telah diatur
dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.° Seharusnya
dalam menjalani suatu perusahaan, pengusaha harus menjamin apakah hak-hak
para pekerjanya sudah terjamin secara layak ataupun belum, sebab hal tersebut
sudah diatur dalam Undang-Undang.

Pada zaman sekarang, tenaga kerja perempuan banyak berkontribusi
dalam peningkatan terhadap kemakmuran seluruh anggota keluarganya.
Terdapat sejumlah alasan perempuan ingin bekerja dan mendapatkan pekerjaan,
antara lain karena ingin mengkualifikasi diri serta kebutuhan untuk bertahan
hidup semakin tinggi. Seperti pada kasus tenaga kerja perempuan yang berada di
Kampus PTKI Medan, Nurul Shadrina, 26 tahun. la telah bekerja selama 4 tahun
sebagai pegawai di Kampus PTKI Medan, Kecamatan Medan. Nurul mengakui
bahwa di Kampus PTKI Medan tidak memberikan hak untuk cuti menstruasi
kepada para tenaga kerja perempuan. Hak lain yang tidak terpenuhi pada

Kampus PTKI Medan yaitu tidak tersedianya tempat menyusui untuk tenaga

% Rolando Marpaung, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Ketenagakerjaan
Dan Transmigrasi Kota Medan Dalam Pengawasan Terhadap Perusahaan Dihubungkan
Dengan Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Universitas Medan Area, 2016),
53.

® Lubis, Hutabarat, dan Nasution, “Undang Undang Dasar 1945,” 8.



kerja perempuan yang memiliki bayi, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal
83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kenyataan yang saat ini terjadi memberikan keterangan bahwa apapun
alasan yang membuat perempuan ingin mempunyai pekerjaan atau bekerja, hal
tersebut tetap tidak bisa disalahkan sebab pekerjaan yang dilakukan perempuan
tentu akan memberi kontrubusi terhadap semua pihak yang terlibat baik secara
langsung maupun tidak langsung. Hak maternitas merupakan salah satu hak
yang seharusnya diterima para tenaga kerja. Hak maternitas biasanya diartikan
dengan hak-hak kesehatan reproduksi yang terdapat pada perempuan.

Hak maternitas mempunyai suatu aspek perlindungan menjadi dasar
ketentuan yang wajib diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di
Indonesia tentang ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut yaitu, hak terhadap
perlindungan khusus untuk mempunyai keturunan yaitu seperti tidak dipecat
atas dasar perkawinan, tenaga kerja hamil, pengadaan cuti hamil dengan upah,
pengadaan fasilitas seperti ruang menyusui, dan tidak memberikan pekerjaan
yang berbahaya bagi perempuan yang sedang hamil.’

Peraturan lainnya tentang kewajiban perusahaan ataupun pengusaha
memenuhi hak tenaga kerja diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ~ Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003, tentang
mempekerjakan tenaga kerja perempuan pada pukul 11.00 malam sampai
dengan pukul 07.00 pagi hari. Jadwal kerja ini-merupakan tanggung jawab
pengusaha dalam melindungi hak-hak tenaga kerja perempuan. Selain itu juga
terdapat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 409 Tahun 1984, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 06 Tahun 1985, Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 03 Tahun 1989, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1989,
dan Intruksi Dirjen Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja Nomor
559/DD.11/Dpnpt/72.

" Nurjannah S, “Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Maternal
Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender,” Jurnal 1US 1 (2013): 38.



Beberapa permasalahan tentang tenaga kerja perempuan selain yang
membahas tentang upah maupun diskriminasi adalah tentang jaminan sosial,
perlindungan pada saat hamil, pemutusan hubungan kerja, bekerja pada malam
hari, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Permasalahan tersebut juga telah
ditetapkan pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan fungsi
reproduksi diatur dalam Pasal 81; dan perlindungan kehamilan diatur dalam
Pasal 82 ayat (1). Khusus tentang perlindungan untuk tenaga kerja perempuan,
terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang dasar, undang-undang, serta
peraturan pelaksanannya.®

Tenaga kerja perempuan mempunyai hak vyaitu untuk selalu
mendapatkan perlindungan, perlindungan berupa memastikan hak tenaga kerja
perempuan yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam bekerja yang terdiri
dari waktu untuk cuti, istirahat dan kerja, istirahat. Menurut Imam Sjahputra,
bahwa hak-hak yang terdapat pada tenaga kerja perempuan seperti hak untuk
menerima ganti rugi kecelakaan pada saat bekerja, hak untuk bernegosiasi
maupun diskusi, hak tenaga kerja untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dan
mempunyai hak untuk meminta izin pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga
kerja perempuan kepada perusahaan ataupun pengusaha.®

Berdasarakan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti
tentang “Hak Maternitas Tenaga Kerja Perempuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Studi Kasus di Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan”.

8 Sali Susiana, “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme” 8,
no. 2 (2017): 201.

® Henlia Peristiwi Rezeki, “Implementasi Hak-Hak Pekerja Perempuan Atas Upah Dan
Waktu Kerja Dalam Suatu Peraturan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan (Studi Kasus Pt Iss Ind,” Prosiding Universitas Pamulang 2, no. 1 (2017): 301.



B. Rumusan Masalah
Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,
penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Bagaimana Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
memenuhi hak-hak maternitis tenaga kerja perempuan?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan Hak-Hak Maternitis Tenaga

Kerja Perempuan di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri?

C. Tujuan Penelitian
Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan
penelitian antara lain yaitu:
1. Untuk mengetahui Hak Maternitis Tenaga Kerja Perempuan menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

dalam Memenuhi Hak-Hak Maternitis Tenaga Kerja Perempuan.

D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penulisan dan
pemahaman terhadap objek Kkajian, maka peneliti memberikan beberapa

penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Hak Maternitis
Hak Maternitis adalah hak yang seharusnya diterima oleh tenaga
kerja perempuan. Hak maternitis atau biasa juga diartikan hak kesehatan
reproduksi yang terdapat pada perempuan. Aspek perlindungan terhadap
hak-hak maternitis, pada dasarnya menjadi ketentuan yang wajib
diselaraskan  kedalam  peraturan  perundang-undangan  bidang

ketenagakerjaan di Indonesia.



Menurut Nurjannah dalam jurnalnya mendefinisikan bahwa hak
maternitis pada tenaga kerja perempuan termasuk kepada bagian hak
asasi manusia yang terbagi menjadi hak ekonomi, budaya, serta sosial
para kaum perempuan.'°

2. Tenaga Kerja Perempuan

Individu atau seorang perempuan yang mempunyai ahli dalam
melakukan pekerjaan maupun kegiatan baik di luar maupun di dalam
hubungan pekerjaan untuk mendapatkan hasil berupa barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak serta untuk diri sendiri
merupakan pengertian dari tenaga kerja perempuan.

Dalam skripsi ini tenaga kerja perempuan adalah pegawai
perempuan yang bekerja di Kamapus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan. Mereka ini terdiri dari Kasubbag, Dosen, asisten

Laboratorium dan Pegawai perempuan lainnya.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian yang membahas tentang Hak Maternitis Tenaga Kerja Perempuan
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi
Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan) belum ada yang
membahasnya lebih spesifik. Namun, terdapat beberapa pembahasan dari hasil
penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Di antara
tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan antara lain,
yaitu :

Pertama, skripsi oleh Syahri Arma Yanthi, yang berjudul Implementasi

Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

10 Nurjannah S, “Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Maternal
Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender,” 35.

11 Sabang Joeni Salam, ‘Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Wanita Di Cv. Tasina
Garment Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan’ (Fakultas Hukum Unpas, 2019).



tentang Ketenagakerjaan di Tinjau dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Kec.
Medan Helvetia). Penelitian ini menerangkan tentang pengupahan terhadap
pekerja wanita yang sedang cuti melahirkan di kota Medan kec. Medan
Helvetia.'?

Kedua, skripsi oleh Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari dan
Anak Agung Gde Oka Parwata, yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia
bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 ”. Penelitian ini menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap
tenaga kerja wanita dan juga segala hak-hak yang di dapat oleh pekerja wanita
sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia.™®

Ketiga, Jurnal ilmiah oleh Suci Flambonita tahun 2017, yang berjudul
Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang
Ketenagakerjaan dalam jurnal ilmiah ini dijelaskan mengenai hak-hak dari
pekerja perempuan diantaranya dari segi hak perspektif gender dan anti
diskriminasi dalam artian bahwa kaum laki-laki dan perempuan dalam bidang
hukum, pendidikan, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam
perkawinan serta kewajibannya.**

Keempat, Jurnal ilmiah oleh Nurjannah S Tahun 2013, yang berjudul
Prinsip Anti Diskriminasi dan_ Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja
Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender. Dalam jurnal ilmiah ini
dijelaskan tentang beberapa hal yang mengatur hak maternitis yang seharusnya
diperoleh para pekerja perempuan.®

12 Syahri Arma Yanthi, “Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi
Kasus Di Kec. Medan Helvetia)” (2021): 8.

13 Arik Andriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Bekerja Di Malam
Hari Di Hotel Nikki Denpasar.”

14 Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang
Ketenagakerjaan” 24, no. 1 (2017): 4399.

15 Nurjannah S, “Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Maternal
Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender.”



Kelima, Jurnal ilmiah oleh Mulyani Djakarta, yang berjudul
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperolen Hak-Hak
Pekerja Berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi. Jurnal ini menjelaskan
tentang Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Perempuan berupa kesehatan,
keselamatan, dan hak-hak reproduksi Pekerja perempuan dan kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadaap kesehatan, keselamatan dan

hak-hak reproduksi bagi pekerja perempuan.*®

F. Metode Penelitian
Dalam menulis suatu karya ilmiah pasti membutuhkan beberapa data
yang objektif dan lengkap serta memiliki beberapa metode dengan cara tertentu
yang sesuai berdasarkan persoalan yang akan diteliti, penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Adapun beberapa langkah yang dilakukan
dalam memperoleh suatu data antara lain yaitu:
1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana data
yang tidak relevan. Menurut Bogdan dan Taylor, “Metode penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang diamati.”

Metode kualitatif berfungsi untuk membangun atau menggali
situasi usulan atau menjelaskan makna dibalik suatu realita, dengan
demikian pada penelitian kualitatif persoalan yang harus diperhatikan
adalah masalah dan fokus penelitian, fokus penelitian memberikan

batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga

16 Sherly Ayuna Putri Maria Efita Ayu, “Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi
Parlemo,” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 1 (2018): 1-14.



dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang
menjadi tujuan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menggambarkan keadaan
subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat dan data-data yang diperoleh dari informan
maupun dari pengamatan peneliti. Strategi penelitian ini adalah studi
kasus bahwa penelitian yang datanya sesuai dengan masalah, serta
pengumpulannya terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus
dalam penelitian ini adalah Kampus PTKI Medan.

. Metode Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan metode wawancara (interview) yaitu
percakapan antara beberapa orang yang disebut dengan pewawancara
dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan Kasubbag Akademik,
Dosen, Pegawai Akademik dan Asisten Laboratorium. Dengan kata lain
wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan
olen beberapa orang, baik secara langsung maupun tidak, untuk

mengumpulkan suau informasi tertentu.

. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris. Yuridis empiris atau disebut degan penelitian lapangan
(Field Research), penelitian ini mengkaji tentang berlakunya suatu
hukum di masyarakat. Adapun yang berhubungan dengan penelitian ini
penulis berusaha mendeskripsikan suatu teori dan aspek tertentu untuk
menjelaskan hak maternitas terhadap tenaga kerja perempuan pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi
Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan).
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4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian merupakan rujukan dimana suatu
data diperoleh dan memiliki informasi yang jelas tentang cara
mengambil data dan mengolahnya. Berkenaan dengan penelitian penulis
yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka mayoritas data yang
penulis gunakan bersumber dari perpustakaan, toko buku, pusat studi,
pusat penelitian, Internet, dan juga beberapa informan untuk
diwawancarai. Adapun dalam penelitian ini, penulis membagikannya

kedalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data atau biasa disebut data primer.}” Data primer yang
penulis hadirkan merupakan data pokok terkait hak tenaga kerja
perempuan yang telah dikumpulkan dari Undang-Undang Dasar
1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan juga data yang diperoleh langsung oleh

narasumber dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu buku dan artikel yang secara
langsung membahas tema hak-hak tenaga kerja, ketenagakerjaan dan

peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data
Dalam menganalisa data, penulis melakukannya dengan metode
deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data
berupa kumpulan diksi tertulis maupun lisan dari beberapa objek

17 Vina Herviani, “Tinjauan Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young
Enterpreneur Academy Indonesia” (Universitas Komputer Indonesia, 2017), 23.
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pengamatan.'® Artinya penulis berusaha menganalisa berdasarkan uraian
yuridis-empiris, artinya menelaah serta menguraikan tentang Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, bertujuan untuk
mempermudah pemahaman terhadap penelitian, pembahasan dari bab satu
sampai bab empat tersebut disusun secara sistematis seperti:

Bab satu akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang persoalan teoritis mengenai kajian hak
maternitis para tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang meliputi pengertian hak tenaga kerja
perempuan dan ketenagakerjaan, landasan hukum tenaga kerja perempuan, hak-
hak tenaga kerja perempuan, dan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian
mengenai gambaran geografis lokasi' penelitian, hak-hak yang diperoleh para
tenaga kerja perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhi dan tidak
terpenuhinya hak-hak maternitis tenaga kerja perempuan di Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan.

Bab empat yaitu penutup dari keseluruhan yang telah dibahas pada
penelitian yang berisikan tentang kesimpulan yang berlandaskan dari
pembahasan yang telah diuraikan, serta saran yang memiliki maksud untuk

menyempurnakan penulisan karya ilmiah.

18 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), 2.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG HAK MATERNITIS PARA TENAGA
KERJA PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Tenaga Kerja Perempuan dan Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja pada umumnya merupakan komponen yang tidak bisa
dipisahkan dari Tenaga Kerja Perempuan, hal yang membedakan laki-laki
dan perempuan yaitu mempunyai karakter psikis serta fisik khas. Pada masa
mendatang perempuan semakin dituntut untuk serba bisa serta bisa
menyesuaikan diri dalam keadaan persaingan di dunia kerja yang semakin
lama semakin berat, dituntut mandiri, serta jauh dari kesan lemah, tentu hal
tersebut menjadi pertimbangan tersendiri oleh para tenaga kerja perempuan.
Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki para tenaga kerja laki-laki tidak
kalah penting dengan yang dimiliki tenaga kerja perempuan.*®

Para tenaga kerja perempuan tidak diberikan pemahaman tentang hak
dan kewajiban yang seharusnya mereka terima, tenaga kerja hanya dituntut
untuk bekerja sebagaimana mestinnya, disisi lain juga pemerintah tidak
sering bahkan tidak pernah sama sekali menemui pihak perusahaan atau
pengusaha untuk mensosialisasikan peraturan yang ada. Hal tersebutlah yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh para
tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan sendiri belum sepenuhnya
paham terhadap hak-hak seharusnya mereka peroleh.

Beberapa hal yang ada pada diri perempuan namun tidak ada pada
laki-laki, contohnya vyaitu perempuan mengalami masa menstruasi,

melahirkan, hamil, mengalami keguguran kandungan, serta menyusui

1 Nurjannah S, “Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Maternal
Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender,” 25.
12
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bayinya. Hal seperti ini pastinya hanya dirasakan oleh para perempuan tidak
akan pernah dirasakan laki-laki. Dengan demikian, perempuan seharusnya
mendapatkan perlakuan yang lebih khusus seperti yang telah diatur dalam

undang-undang ketenagakerjaan.

2. Pengertian Ketenagakerjaan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dan sebagai negara
hukum seluruh kehidupan di Indonesia diatur oleh hukum termasuk
menyangkut hubungan industrial yang membahas tenaga kerja. Peraturan
yang telah diatur ini dilakukan untuk memenuhi hak tenaga kerja agar tidak
terjadi pelanggaran ataupun eksploitasi terhadap tenaga kerja. Di Indonesia
peraturan tentang hukum Ketenagakerjaan diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.?

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang menjadi landasan para
perusahaan dan tenaga kerja untuk mengatur dan membahas tentang
hubungan kerja, ataupun tentang tata kerja dan tata kehidupan yang langsung
bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Sementara itu, menurut
pendapat ahli mengenai Hukum Ketenagakerjaan, Menurut Mr.N.E.H. Van
Esveld pengertian Hukum Ketenagakerjaan membahas hal bukan hanya
tentang hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan dibawah perintah
pimpinan tempat bekerja, tetapi juga membahas tentang pekerjaan yang
dilakukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab
yang telah diberikan. Pendapat Imam Soepomo mengenai Hukum

Ketenagakerjaan merupakaan himpunan peraturan-peraturan, baik yang

DAlvan Ridwan, “Penegakan Hukum Kelembagaan Ketenagakerjaan Terhadap
Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2019), 25.
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diatur secara tertulis maupun secara tidak tertulis yang berkaitan dengan
kejadian dimana seorang tenaga kerja dengan menerima upah.?

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan memberikan pengertian ketenagakerjaan dan pekerja atau
tenaga kerja, adapun yang dimaksud Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1
angka 1 yaitu :

Ketenagakerjaaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa
kerja.??

Ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan antara tenaga kerja
dan pemberi kerja, seperti mengenai upah, jam Kkerja, istirahat, cuti dan
segala yang berkaitan didalamnya diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai hukum  ketenagakerjaan. Peraturan  tentang
ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
merupakan perangkat hukum yang bisa memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja perempuan tenaga kerja perempuan ataupun laki-laki, karena
seharusnya peraturan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja
dimaksudkan untuk bisa terjaminya hak hak dasar yang harus diterima oleh
tenaga kerja dan menjamin tentang hal kesamaan kesempatan kerja serta
perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja atau buruh serta keluarganya tentunya dengan
lebih memperhatikan perkembangan serta kemajuan yang terjadi pada
bidang usaha atau bisnis, terlebih bagi tenaga kerja perempuan.

Pendapat Soetikno, tentang Hukum Ketenagakerjaan ialah
keseleluruhan peraturan hukum yang membahas tentang hubungan kerja
yang menyebabkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah

Z1Sendjun  Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta:
Rineka Cipta, 2001), 2.
22 Kemenperin, “Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003.”
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atau pemimpin orang lain serta mengenai seluruh keadaan yang terjadi dan
langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja.?®

Hukum ketenagakerjaan juga dapat diartikan dengan keseluruhan
peraturan hukum yang tertulis dan sebagiannya telah disusun atau diatur
dalam perundang-undangan oleh pemerintah, yang didalamnya terdapat
peraturan tentang hubungan antar tenaga kerja dan pemberi kerja, seperti
penempatan posisi kerja, upah, jam Kerja, cuti, perjanjian kerja dan segala
hal yang berkaitan didalamnya. Hukum ketenagakerjaan bersifat hukum
pribadi dan juga hukum publik. Dimaksudkan bersifat pribadi karena
terdapat hubungan ketenagakerjaan yang bersifat perorangan, seperti pada
pembuatan  perjanjian kerja, sedangkan bersifat pubik karena terdapat
campur tangan pemerintahan didalam hubungan kerja contohnya seperti
dalam penetapan upah, dan dalam penetapan pemutusan hubungan Kerja,
serta hal-hal yang lainnya.

3. Tujuan Pembentukan Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan pembentukan hukum ketenagakerjaan adalah untuk
tercapainya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan payung hukum terhadap hak-
hak mereka selama bekerja dan sesudah mereka mendapatkan pekerjaan.
Pada setiap hubungan kerja tentunya memiliki kontrak kerja atau hubungan
kerja antara perusahaan maupun pengusaha dan tenaga kerja memiliki
perjanjian kerja yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait,
dan tentunya hal tersebut berdasarkan kesadaran dari kedua belah pihak
terkait. Khususnya para tenaga kerja perempuan dan perusahaan atau

pengusaha. Hal tersebut tentunya menjadi dasar bahwa seharusnya kedua

23 Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), 2.
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belah pihak lebih paham akan peraturan yang telah dibuat dan harus
dilaksankan sebagaimana mestinya.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan
bahwa:

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas

keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral

pusat dan daerah.

Asas ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional
yakni asas demokrasi, asas adil dan merata karena pembangunan
Ketenagakerjaan menyangkut dan terkait pada berbagai pihak antara lain
pemerintah, perusahaan atau pengusaha, dan tenaga kerja oleh sebab itu
pada pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan sistem
dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Adapun tujuan dibentuk hukum ketenagakerjaan ialah:

a. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang
ketenagakerjaan;

b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak
terbatas dari perusahaan atau pengusaha, contohnya seperti
perusahaan atau pengusaha membuat aturan-aturan yang bersifat
memaksa agar pengusaha tidak berbuat sewenang-wenang terhadap
para tenaga kerja sebagai pihak yang dalam hal ini dianggap lemah.
Pembangunan ketenagakerjaan memiliki beberapa keterkaitan yaitu

keterkaitan tentang seluruh hal yang penting mengenai tenaga kerja sebelum,
selama, dan sesudah masa kerja, keterkaitan lainnya yaitu dengan
kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Ketenagakerjaan
seharusnya dilakukan untuk memenuhi seluruh hak serta memberikan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta mewujudkan kondusi
yang lebih kondusif bagi pengembangan dunia bisnis, sehinga memberikan

rasa damai dan nyaman terhadap para pekerja dilingkungannya bekerja.
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B. Landasan Hukum Tenaga Kerja Perempuan

Undang-Undang Ketenagakerjaan disahkan oleh pemerintah menjadi
bukti kepedulian pemerintah terkait adanya perbedaan alamiah antara tenaga
kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki. Dengan adanya Undang-Undang
Ketenagakerjaan juga sebagai dasar hukum yang disahkan pemerintah untuk
mengatur hak-hak khusus perempuan. Dalam bekerja, perempuan tentunya
memiliki hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh suatu perusahaan, contohnya
seperti hak maternitis. Hak maternitis ialah hak inti manusia mengenai hak
untuk cuti haid, hak bebas dari diskriminasi, hak untuk tidak disakiti atau
dianiaya, hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak untuk melahirkan, hak
cuti hamil dan melahirkan, dan hak untuk bebas dari kekerasan seksual.

Maka untuk dapat terpenuhi hak-hak yang telah disebutkan diatas,
khususnya yang terdapat dalam dunia kerja, diperlukan adanya landasan hukum
lainnya yang bisa memberikan jaminan pada hak perempuan tersebut. Pada
tahun 2003, akhirnya pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur
mengenai tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Landasan hukum hak maternitis tenaga kerja perempuan
diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 81
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 153
ayat (1) e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan
adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga
kerja perempuan di pasar kerja seperti berikut:

Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Pasal 6: “Setiap tenaga kerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan

yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
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Selain peraturan yg telah disebutkan diatas, berikut beberapa aturan
Undang-Undang, dan peraturan pelaksananya yang mengatur tentang Hak

tenaga kerja perempuan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang
Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja
Perempuan pada Malam Hari;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.
224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan
Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul
07.00.

C. Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan

Hak vyaitu merupakan kepentingan yang seharusnya mendapatkan
perlindungan oleh hukum. Hak memberi keamanan kepada seseorang dalam
melaksanakan tugasnya. Dalam memberikan hak kepada tenaga Kkerja,
merupakan salah satu kewajiban yang diharus dilaksanakan perusahaan. Jika hal
tersebut tidak dijalakan sebagaimana yang telah diatur akan diberikan.?* Terkait
pada hak perempuan dalam hal ketenagakerjaan, didapati beberapa hak yang
seharusnya diterima perempuan dalam hal sebelum, saat, maupun sesudah
melakukan pekerjaan. Sebelum mendapatkan pekerjaan, seorang perempuan
mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga
para perempuan harus ada seleksi terhadapnya tanpa adanya diskriminasi.

Saat mendapatkan suatu pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai
hak-hak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu tenaga

24Ari Hermawan, “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam
Mogok Kerja,” Mimbar Hukum 24, no. 3 (2012): 2.
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kerja mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi
kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan
pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk
mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.?®

Hak-hak yang diatur khusus untuk para tenaga kerja perempuan
merupakan suatu hal yang penting dan seharusnya lebih diperhatikan, baik pada
pihak pemerintah ataupun perusahaan. Perempuan tentunya harus mendapatkan
perlindungan yang lebih khusus, hal ini karena banyak ditemui persoalan
mengenai perempuan -yang disebabkan minimnya pengamatan terhadap
penerapan hak-hak khusus tenaga kerja perempuan di tempat mereka bekerja,
dan perempuan juga mempunyai fisik yang lebih rentan daripada para lelaki.
Menstruasi, hamil, serta keguguran merupakan hal yang umum dialami oleh
semua perempuan. Hal ini merupakan kodrat sebagai seorang perempuan.
Sehingga ada kewajiban dari pemberi kerja atau pihak perusahaan untuk
memberikan hak-hak khusus tenaga kerja perempuan seperti yang terdapat pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak tenaga kerja perempuan yang belum sepenuhnya terpenuhi
secara umum Yaitu, fasilitas kendaraan antar jemput terhadap tenaga kerja
perempuan bekerja lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari yang enggan
diberikan pihak perusahaan, perusahaan tidak memberikan makanan dan
minuman yang bergizi sekurang-kurangnya 1.400 (seribu empat ratus) kalori
pada tenaga kerja perempuan yang bekerja sampai larut malam, pihak
perusahaan tidak memenuhi hak cuti menstruasi melainkan hanya menyediakan
ruangan khusus untuk tenaga kerja perempuan yang merasakan sakit, itupun

tidak semua perusahan memberikan fasilitas tersebut.?

BAbdul Hakim, Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014), 2.

26 Bil| Clinton, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT.
Beka Engineering Pangkalan Kerinci,” JOM Fakultas Hukum 3, no. 2 (2016): 3.
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Pengaturan tentang perlindungan terhadap jaminan kesempatan yang
diterima tenaga kerja perempuan serta mendapatkan perlakuan tanpa adanya
diskriminasi dengan alasan apapun demi terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga
kerja dan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa hak yang diatur tentang tenaga kerja
perempuan, yaitu:

1. Dalam Pasal 81 ayat (1) tentang cuti menstruation:

Tenaga kerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid
merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak
wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

2. Dalam Pasal 82 ayat (1) tentang cuti melahirkan:

Tenaga kerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat
selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan
anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut
perhitungan dokter kandungan atau bidan.

3. Dalam Pasal 82 ayat (2) tentang cuti apabila pekerja mengalami

pengguguran:

Tenaga kerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran

kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan

atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
4. Dalam Pasal 83 tentang hak menyusui (breastfeeding mothers) :

Tenaga kerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus
diberikan kesempatan sepatutnya untuk bisa menyusui anaknya
jika hal tersebut harus dilakukan selama waktu kerja.

5. Dalam Pasal 84 tentang pemberian upah penuh apabila :

Setiap tenaga kerja atau buruh perempuan yang menggunakan
hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82,
berhak mendapat upah penuh.

6. Dalam Pasal 93 ayat (2) (b) :

pengusaha wajib membayar upah apabila: tenaga kerja atau buruh
perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

7. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan, memberikan pernyataan bahwa:
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Pekerja perempuan yang berumur di bawah 18 tahun serta pekerja
perempuan yang sedang hamil dan menurut keterangan dokter berbahaya
untuk kesehatannya dan keselamatan kandungan ataupun dirinya sendiri
tidak diperbolehkan bekerja pada jam malam yaitu pada pukul 23.00
sampai dengan 07.00. Apabila tenaga kerja perempuan yang sedang
hamil bekerja pada jam malam dan tidak dilarang oleh perusahaan, maka
perusahaan diwajibkan memberikan makanan dan minuman yang
bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, serta
menyediakan sarana antar jemput untuk tenaga kerja perempuan yang
berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
Hukum mengatur tentang terjaminnya perlindungan pada perempuan
yang ikut serta dalam dunia usaha. Jaminan perlindungan diberikan tentunya
untuk memjaga fungsi reproduksi pada perempuan, contohnya seperti
memberikan cuti kepada perempuan saat mengalami menstruasi, pada masa
kehamilan, saat melahirkan ataupun keguguran. Demikian juga kesempatan
untuk menyusui anak, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan pada perempuan bisa
terjadi apabila ada kesadaran dari para perusahaan maupun pengusaha dalam

memberikan seluruh hak yang seharusnya diterima tenaga kerja.

D. Perlindungan dan Tujuan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan
1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi
kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya
untuk bertindak dalam suatu kepentingan tersebut. Perlindungan hukum bisa
diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan
menyelaraskan hubungan nilai dan kaidah yang menjelma dalam sikap dan
tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam kehidupan antar manusia.

Perlindungan tenaga kerja khususnya di Indonesia adalah suatu upaya untuk



22

melindungi kepentingan para calon tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan
terjaminnya hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
baik sebelum, sesudah, maupun setelah bekerja.

Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan telah
mempunyai dasar hukum yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha diwajibkan memberikan hak-hak
tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan secara penuh sesuai dengan
aturan yang berlaku, terutama masalah keselamatan dan hak-hak reproduksi
tenaga kerja perempuan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan diatur juga
dalam ketentuan bagian kedua tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e, yang
menyebutkan “Tenaga kerja perempuan tidak boleh dikenakan pemutusan
hubungan kerja dengan alasan hamil melahirkan, melahirkan, keguguran, atau
menyusui bayinya. Pasal ini termasuk yang dibahas dalam Undang-Undang
Cipta Kerja, akan tetapi sama sekali tidak mengubah substansi perlindungan hak
tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya.?’

Selama ini perlindungan para tenaga kerja perempuan, belum
dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan terdapat peluang untuk tidak
terlaksanakannya hal yang telah diatur serta tidak ada sanksi tegas apabila
ditemukan pelanggaran, khususnya mengenai keselamatan dan hak-hak
reproduksi.?® Pendapat Sendjun Manulang, tenaga kerja mempunyai peranan

yang penting terhadap pembangunan, sehingga wajar jika dilaksanakan

Z'Syahril Izha Ferri Buldan Firnanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Perempuan Atas Hak Cuti Haid dan Menyusui Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Bentoel Malang),” Dinamika: Jurnal llmiah limu
Hukum 27, no. 12 (2021): 1767.

2 Maria Efita Ayu, “Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo.”
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perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan perindungan, pengembangan
serta pemeliharaan terhadap kesejahteraan. Sementara itu, menurut pendapat
Imam Soepomo, perlindungan kerja dapat diartikan sebagai penjagaan yang
layak untuk kemanusiaan yang mana ditunjukan bukan saja untuk pengusaha
tetapi kepada tenaga kerja itu sendiri.?® Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa
hak bagi tenaga kerja perempuan tentunya sangat penting untuk dipenuhi oleh
suatu perusahaan.

Ada 3 (tiga) dasar kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang
dikategorikan sebagai berikut, yaitu;

a. Protektif.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi fungsi reproduksi
bagi seluruh tenaga kerja perempuan, seperti memberikan stirahat
pada saat menstruasi, cuti melahirkan, maupun saat mengalami
keguguran.

b. Korektif

Pada kebijakan ini dimakudkan untuk meningkatkan kedudukan
tenaga kerja perempuan seperti larangan pemutusan kerja bagi tenaga
kerja perempuan karena alasan menikah, sedang hamil atau
melahirkan. Dan maksud lainnya adalah untuk memberikan jaminan
kepada tenaga kerja perempuan agarr terlibat dalam penyusunan
Peraturan maupun Perjanjian Kerja Bersama.

c. Non-deskriminasi

Kebijakan perlindungan ini dimaksudkan agar tenaga Kkerja

perempuan tidak merasakan adanya tindakan diskriminatif pada

lingkungan tempat bekerja.*°

29 Serlika Aprita, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan
Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (Jember: Pustaka Abadi, 2019), 38.

30 Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif
Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), 449-450.
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Dalam hal ini, perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan atau
membutuhkan tenaga kerja perempuan harus memenuhi perlindungan hukum
sebagaimana yang telah diatur padaperundang-undangan. Seorang perempuan
harus diberikan perhatian yang lebih khusus karena tentunya peran tenaga kerja
termasuk penting dalam kelancaran produksi perusahaan. Jika haknya sudah
terpenuhi, tentunya menjadi keuntungan terhadap perusahaan atau pengusaha
mengingat pastinya tenaga kerja perempuan lebih aman dan nyaman dalam
melakukan pekerjaanya.

Membahas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentunya ditemukan
aturan tentang hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para
pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak
kalah pentingnya yaitu perlindungan tenaga kerja yang mempunyai maksud agar
terjaminnya hak-hak dasar tenaga kerja seperti menjamin kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan substansi dari disusunnya
undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para tenaga

kerja yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

2. Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan bertujuan untuk
memberikan perlindungan dari sikap semena-mena yang dilakukan perusahaan
atau pengusaha serta untuk terciptanya suasana yang tentram, damai di
perusahaan. Peran pemerintah pada masalah ini  seharusnya lebih
memperhatikan terhadap perlindungan kepada sisi yang lebih rendah atau lemah
pada hal ini tentunya para tenaga kerja perempuan.

Pelindungan ini bertujuan agar terjaminnya kepastian hak tenaga kerja
yang berhubungan dengan norma Kerja seperti istirahat (cuti), waktu kerja, serta
hak-hak lainnya yang telah diatur. Tujuan lainnya yaitu untuk menjamin hak-
hak khusus tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta

diperlakukan tanpa adanya diskriminasi atas alasan apapun untuk terwujudnya
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kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga para tenaga kerja dengan tetap
mengawasi kemajuan di dalam dunia usaha.!

Perlindungan bagi tenaga kerja memang diperlukan dilihat dari
kebutuhan tenaga kerja akan perlindungan hukum. Pada bidang
ketenagakerjaan, pemerintah terkesan mengabaikan hak-hak terhadap para
tenaga kerja. Padahal pada dasarnya tenaga kerja mempunyai hak yang layak
untuk diperhatikan, salah satunya yang perlu diperhatikan yaitu hak maternitis
para tenaga kerja perempaun yang telah diatur pada undang-undang. Pada
umumnya tenaga kerja perempuan di Indonesia jarang dilirik oleh pemerintah
karena diskriminasi gender.

Hak reproduksi perempuan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk
melindunginya, agar perempuan mempunyai hak untuk bebas dari hal pelecehan
ataupun diskriminasi, serta sebagai perlindungan bagi kaum perempuan saat
sedang hamil, juga sebagai saran bagi pihak perusahaan untuk tetap
mempertahankan para tenaga kerja yang memiliki kualitas, berharga, dan juga
menjamin agar perempuan terus dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
negara. Salah satu contoh nyata kasus dilanggarnya pemenuhan terhadap hak-
hak maternitas oleh tenaga kerja perempuan banyak terjadi di kalangan tenaga
kerja. Perlindungan hak tenaga kerja perempuan ditelah dilaksanakan
sebagaimana  mestinya  apabila  peraturan-peraturan  dalam  bidang
ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa perusahaan bertindak
sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan dilaksanakan
secara benar oleh piahk-pihak yang pada hal ini bersangkutan ataupun
pengusaha.

Tujuan perlindungan tenaga kerja/buruh yang memiliki posisi atau

jabatan rendah atau lemah dari tindak sewenang-wenang dari pengusaha, dakam

81 Riris Ardhanariswari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja

Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Abad 21,”
Padjadjaran Jurnal llmu Hukum, no. 1 (2009): 35.
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan Hukum
Ketenagakerjaan bertujuan:
1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara
optimal dan manusiawi
2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
nasional dan daerah
3) Memberikan perlindungan  kepada tenaga kerja dalalm
mewujudkan kesejahteraan
4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Tujuan' perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya
tekanan dari pihak yang kuat dari pihak yang lemah, oleh karena itu pengusaha
wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB Il
HAK MATERNITAS TENAGA KERJA PEREMPUAN DI KAMPUS
PTKI MEDAN

A. Kondisi Geografis Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri
1. Profil Singkat Kampus PTKI Medan

Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan adalah salah
satu Perguruan Tinggi Milik Pemerintah di bawah naungan Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia. PTKI Medan didirikan pada tahun 1983
dengan bantuan Grant Aids dari Pemerintah Jepang (JICA) dengan area
seluas kurang lebih 8 Ha. Dengan SK Menteri Perindustrian RI Nomor
467/M/SK/12/1986 tanggal 13 Desember 1986 dan Peraturan Menteri
Perindustrian Rl Nomor: 151/M-IND/PER/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009
dibentuklah Statuta PTKI Medan. Dengan jurusan studi :

1) Teknologi Kimia Industri (D3)
2) Teknologi Mekanik Industri (D3).

Dan berdasarkan Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 376/MPK.E/KL/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Nomenklatur
Pendidikan Teknologi Kimia Industri, maka PTKI Medan berubah nama
menjadi Politeknik Teknologi Kimia Industri

Dengan Program studi :

1) Teknik Kimia (D3)
2) Teknik Mekanika (D3)
3) Agribisnis Kelapa Sawit (D3)
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2. Visi dan Misi Kampus PTKI Medan
a. Visi Kampus PTKI Medan
“Menjadi Politeknik Unggul Dalam Menghasilkan Sdm Industri
Kompeten Yang Mampu Bersaing Secara Global Tahun 2030~
b. Misi Kampus PTKI Medan
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata
dalam bentuk misi sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi
menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
2) Menyelenggarakan pembelajaran yang link and match dengan
industri berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah bagi Dosen
4) Melaksanakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5) Menjalin kerjasama tingkat nasional dan internasional dengan
perguruan tinggi, dunia usaha dan industry

6) Mengelola PTKI menjadi kampus politeknik bereputasi.



3. Struktur Organisasi

Dewan DIREKTUR SENAT
Penyantun PD I PD Il PDII
Satuan Satuan Penjamin
Pengawas Mutu
Subbagian Subbagian
Administrasi | Umum dan
Akademik, Keuangan
Unit Unit Kemahasiswaan,
Inkubator Teaching dan Kerja Sama
Bisnis Factory
Unit Unit Jurusan/ Jurusan/ Jurusan/
Penunjang Penelitian Prodi Prodi Prodi
dan Teknik Teknik Agribisnis
Pengabdian Kimia Mekanika Kelapa
Sawit

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 1.

Struktur Organisasi Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri



B. Hak-Hak Maternitas yang Diperoleh Tenaga Kerja Perempuan di
Kampus PTKI Medan

Tenaga kerja perempuan tidak diberikan suatu pemahaman yang baik
perihal hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh, yang dilakukan tenaga
kerja perempuan hanya bekerja sebagaimana mestinya. Disisi lain, para
pengusaha atau suatu perusahaan tak pernah ditemui secara langsung oleh pihak
pemerintah perihal mensosialisasikan peraturan yang telah ada. Permasalahan
seperti ini tidak terlalu diperhatikan ataupun tidak dianggap permasalahan yang
berat oleh para petinggi, tetapi pada suatu ketika akan ada permasalahan dimana
tenaga kerja hingga pada taraf pendidikan yang lebih baik, tenaga Kkerja
perempuan akan mulai lebih sadar bahwasannya kesehatan, keselamatan, dan
hak-hak reproduksi (cuti menstruasi, hamil, melahirkan, keguguran serta
menyusui) merupakan syarat biologis dan tentunya bagian dari hak asasi para
perempuan yang wajib dihormati serta dihargai.

Para perempuan terkadang menerima diskriminasi serta sering
mendapatkan asumsi remeh terhadapnya, diskrimansi bisa saja terjadi dalam
lingkup tempat bekerja, keluarga sampai kehidupan yang dilaluinya dalam
bermasyarakat. dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak
terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak
perempuan menjadi salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib dapat diakui
dan dijamin perlindungannya untuk menjamin kehidupannya pada dunia
pekerjaan. Semua perempuan memiliki hak-hak khusus yang menyangkut
tentang hak asasi manusia yang telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang.
Hak perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang
menerima tempat khusus pada pengaturan jaminan perlindungan hak asasi
manusia.

Ada beberapa keputusan yang menetapkan tentang perlindungan
terhadap tenaga kerja perempuan, yaitu pada konvensi internasional dan juga

peraturan perundang-undangan pada Indonesia, diantaranya:



1. Convention of All Forms of Discrimination Againts Women, yang telah
diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 ;

2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi;?

Meskipun para tenaga kerja perempuan memiliki keberanian untuk
melawan ketidakadilan yang terjadi, namun mereka masih merasa takut akan
dipecat, dan pada masa sekarang mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah.
Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan kelemahan pada Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkhusus pada
persoalan pelindungan hak bagi tenaga kerja perempuan, berdasarkan hal
tersebut, seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap
perlindungan tenaga kerja, terkhusus bagi tenaga kerja perempuan.

Persoalan ketenagakerjaan pada prinsipnya merupakan permasalahan
nasional yang sangat kompleks ditambah dengan adanya pandemi yang terjadi
beberapa tahun belakang mengakibatkan kondisi ekonomi semakin lama
semakin menurun. Keadaan ini yang membuat perusahaan banyak memutuskan
hubungan kerja yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang kehilangan
pekerjaan. Menghadapi masalah tersebut pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga
Kerja memiliki peranan yang cukup penting untuk menangani persoalan tentang
ketenagakerjaan secara tepat.

Dalam dunia ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan kaum yang harus
diberikan perlindungan hal ini dikarenakan posisi tenaga kerja tertuang didalam
Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 perlindungan terhadap
seorang penyandang cacat, Pasal 68 perlindungan terhadap seorang anak, Pasal
76 perlindungan terhadap para tenaga kerja perempuan, Pasal 77 perlindungan

terhadap waktu untuk bekerja, Pasal 86 perlindungan terhadap keselamatan dan

32 Hamzah Ba’agil, “Analisi Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus
UD. Tiga Topi Kota Surabaya)” (Universitas Islam Malang, 2020), 5.



kesehatan kerja. Dan pada karya ilmiah ini peneliti khusus membahas tentang
Pasal-Pasal yang membahas tentang Hak-Hak Maternitas Tenaga Kerja
Perempuan.

Undang-undang ketenagakerjaan pada dasarnya bermaksud untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja (pihak atau seseorang yang
ekonominya dianggap cukup lemah) dari perusahaan (pihak yang ekonominya
dianggap kuat), dan pada kenyataannya saat ini kurang diterapkan peraturannya.
Undang-Undang yang seharusnya menjadi landasan sebagai alat untuk
mengurangi ketidakadilan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal
tersebut pada kenyataannya banyak dialami oleh tenaga kerja perempuan,
khususnya pada hak reproduksi, hak yang seharusnya lebih diperhatikan oleh
para pengusaha terhadap para tenaga kerja perempuan.

Hak reproduksi terhadap tenaga kerja perempuan telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menuturkan bahwasanya
kesehatan ialah bahagian dari hak asasi manusia. Maka, pihak yang berwenang
dalam hal ini seharusnya langsung menerapkan semua hal yang berkaitan
dengan perlindungan kesehatan reproduksi tenaga kerja perempuan yang
merupakan salah satu hak asasi manusia tersebut. Sehingga dalam persoalan ini
tidak hanya tanggung jawab salah satu pihak, melainkan tanggung jawab yang
harus dilaksanakan kedua belah pihak, terutama Kementrian Tenaga kerja dan
Transmigrasi, Kementrian Kesehatan dan pihak yang berwenang dalam
menegakkan suatu hukum.*

Perempuan yang kodratnya adalah sebagai seorang ibu yang
mengandung, melahirkan serta menyusui anak, hal tersebut tidak menjadi alasan
dalam menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan, meskipun dalam hal

kemampuan untuk meraih suatu pencapaian atau prestasi hal tersebut tidak

3 Sulthon Miladiyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja
Wanita (Perspektif) Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Malaysia,” Jurnal
Panorama Hukum 2, no. 1 (2017): 58.



membuat adanya perbedaan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki.
Peristiwa seperti ini yang sering menyebabkan perlakuan diskriminatif.
Disamping tenaga kerja perempuan harus fokus pada jenjang Karirnya,
perempuan juga dihadapkan dengan kodrat ataupun kewajibannya sebagai
seorang perempuan yaitu seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.
Mempekerjakan seorang perempuan pada suatu perusahaan tentunya
tidak semudah yang dipikirkan, hal-hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan,
pendapat Gunawi Kartasapoetra tentang hal tersebut diantaranya, yaitu:3*

a. Para perempuan pada umumnya memiliki tenaga lemah lembut, halus,
namun tekun dalam melakukan suatu hal.

b. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga kerja perempuan
tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dan tenaga kerja lawan
jenisnya.

c. Para tenaga kerja perempuan juga pada umumnya mengerjakan
pekerjaan harus sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya sebagai
seorang perempuan.

d. Para tenaga kerja yang masih gadis, ada pula yang bersuami atau
berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah
tangga yang harus dilaksanakan pula.

Hak-Hak Maternitas para tenaga kerja perempuan yang seharusnya dapat
dipenuhi oleh suatu perusahan, yaitu:

1. Hak Para Tenaga Kerja Perempuan Untuk Hamil

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan tidak memberikan kekuasaaan kepada perusahaan untuk

membuat perjanjian kerja yang mengatur tentang larangan hamil selama

masa kontrak kerja atau selama masa yang telah ditentukan dalam perjanjian

3 Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh
Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi,” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 1
(2018): 17.



kerja. Para tenaga kerja perempuan tentunya punya hak untuk memiliki
keterunan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pengusaha dilarang melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan alasan tenaga kerja perempuan hamil,
melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.” Pemutusan
hubungan kerja batal dihadapan hukum apabila dilakukan pada saat tenaga
kerja hamil dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali tenaga kerja yang
bersangkutan sesuai dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003.%°

Dalam wawancara peneliti kepada salah satu tenaga kerja perempuan
di Kampus PTKI Medan, Nurul Shadrina Bintang, beliau mengatakan
“Selama bekerja disini, perusahaan tidak pernah sama sekali melarang para
pekerja perempuan untuk hamil, dan juga tidak ada sanksi atau apapun yang
diberikan perusahaan kepada pekerja perempuan yang hamil saat menjadi
tenaga kerja di perusahaan ini.”*® Dalam hal ini, hak tenaga kerja perempuan
di Kampus PTKI Medan sudah terpenuhi.

2. Hak Cuti Hamil bagi Tenaga Kerja Perempuan

Pengaturan mengenai hak cuti hamil diatur dalam Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

1) Tenaga Kerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5
bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan

2) Tenaga Kerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan
berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat

keterangan dokter kandungan atau bidan.

% Kemenperin, “Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003.”
3 Wawancara dengan Ibu Nurul Sahdrina Bintang Tanaga Kerja Perempuan di Kampus
PTKI Medan, hari Selasa tanggal 26 April 2022. Bertempatan di Kampus PTKI Medan.



Selama tenaga kerja perempuan sedang masa cuti hamil/melahirkan,
perusahaan diwajibkan memberikan hak upah sepenuhnya, artinya
perusahaan tetap harus memberi gaji pada tenaga kerja perempuan yang
hamil meskipun sedang dalam masa cuti hamil atau melahirkan. Ketentuan
tersebut mempunyai pemahaman bahwa, hak cuti melahirkan merupakan
hak maternitas yang tidak dapat dikesampingkan dan harus sesuai dengan
kondisi ibu dan bayi sebagai tenaga kerja yang mempunyai hak khusus
untuk tujuan melindungi hak dan martabatnya. Perlindungan yang
didapatkan tenaga kerja perempuan mengenai kesehatan pada reproduksi
tentu memberikan dampak terhadap proses pembangunan khususnya pada
bidang kependudukan. Dengan adanya kesehatan reproduksi yang baik
terhadap tenaga kerja perempuan, tentunya seorang ibu akan melahirkan
anak yang sehat.

Pada prakteknya di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri
Medan, menurut Nurul Shadrina Bintang, yang pada saat ini juga sedang
dalam keadaan hamil dan tentunya sangat memerlukan hak-hak yang telah
diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, merasakan terjaminnya
hak-hak tenaga kerja perempuan untuk hamil, dan cuti hamil tenaga kerja
perempuan. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Nurul Sadhrina
Bintang, “untuk gaji/upah tetap diberikan oleh perusahaan kepada kami
tenaga kerja yang sedang cuti hamil, tetapi untuk tunjangan ataupun upah
yang biasanya kami terima pada saat bekerja seperti uang makan maupun
tunjangan lainnya itu tidak diberikan.”?’

3. Hak Tenaga Kerja Perempuan untuk Mendapatkan Perlindungan Selama
Masa Kehamilan.
Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, mengatur tentang: “Perusahan atau pengusaha

37 Wawancara dengan Nurul Shadrina Bintang, Tanaga Kerja Perempuan di Kampus
PTKI Medan, hari Selasa, 26 April 2022, Di Kampus PTKI Medan.



dilarang mempekerjakan tenaga kerja perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya
maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00.” Mempekerjakan tenaga kerja perempuan pada pekerjaannya yang
mengganggu kesehatananaknya maupun tenaga kerja itu sendiri,
sebagaimana telah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu harus dilarang
selama tenaga kerja hamil dan lebih kurang sampai tiga bulan setelah
melahirkan dan lebih lama bila perempuan itu merawat anaknya.

Pada wawancara peneliti dengan salah satu tenaga kerja perempuan
yang bekerja pada Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan,
Kasubag Administrasi, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, ibu Mahyana. “Hak
tersebut sudah terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, tidak ada pekerjaan
atau tenaga kerja perempuan yang bekerja melebih batas yang telah
ditentukan oleh pihak perusahaan. Hal ini tentu saja sangat diapresiasi oleh
para tenaga kerja perempuan, mengingat haknya pada masalah ini telah
terpenuhi dan mendapat perhatian dari perusahaan.”®
4. Hak Tenaga Kerja Perempuan untuk Menyusui

Pasal 83  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu
harus dilakukan selama waktu kerja.”

Dalam penjelasan Pasal 83 yang dimaksud kesempatan sepatutnya

tersebut dapat diartikan yaitu durasi waktu yang seharusnya didapatkan
tenaga kerja perempuan untuk menyusui anaknya dengan memperhatikan
tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan

yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

% Wawancara dengan Mahyana, Kasubag Administrasi, Kemahasiswaan, dan
Kerjasama di Kampus PTKI Medan, hari Selasa tanggal 26 April 2022. Bertempatan di Kampus
PTKI Medan



Ketentuan Pasal 83 tersebut dapat diartikan sebagai kesempatan untuk
memerah ASI bagi tenaga kerja perempuan pada waktu kerja.

Pada dasarnya, di Indonesia sendiri peraturan tentang menjamin hak-
hak tenaga kerja perempuan sudah ada dan berlaku, hanya saja pada
sebahagian kasus, hak yang berlaku tersebut tidak dipahami dengan baik.
Beberapa hak lainnya justru tidak terlalu diperhatikan, contohnya yaitu pada
hak menyusui. Pihak perusahaan seharusnya lebih menjamin bahwa tenaga
kerja perempuan mendapatkan kesempatan untuk menyusui anaknya dengan
nyaman apabila hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja. Karena hal
tersebut, perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak menyusui bagi
tenaga kerja perempuan dengan cara yaitu memberikan fasilitas seperti
tempat untuk penitipan anak atau Pojok ASI (Air Susu Ibu).

Seperti yang terdapat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jika hak tersebut terpenuhi, maka hal
tersebut memberikan dampak kepada tenaga kerja perempuan untuk bisa
bekerja dengan lebih tenang, dikarenakan kewajiban dan salah satu hak
reproduksinya telah terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya masih sedikit
sekali perusahaan yang memfasilitasi ruangan khusus ibu dan anak (Nursery
Room). Seperti yang terjadi pada Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan, ruangan atau fasilitas untuk tenaga kerja perempuan
menyusui atau Pojok ASI tidak terpenuhi haknya, hal tersebut diketahui
pada saat peneliti melakukan survei lapangan dan menanyakan langsung
pada tenaga kerja perempuan yang ada di lingkungan Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan.

5. Hak Tenaga Kerja Perempuan untuk Cuti Menstruasi

Salah satu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang
cukup penting, namun masih sering diabaikan adalah hak untuk cuti
menstruasi atau haid. Penerapan terhadap hak ini ada yang dipersulit

dibeberapa perusahaan yang meminta surat keterangan dokter untuk



mendapat cuti menstruasi, ketika faktanya jarang bahkan mungkin hampir
tidak ada perempuan yang pergi konsultasi ke dokter karena menstruasi,
namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada
perempuan yang pergi ke dokter untuk mendapatkan pertolongan akibat
sakit akibat menstruasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Pasal 81 menyatakan bahwa:

“Pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan

memberitahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak

wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya.”
Para perempuan mempunyai siklus reproduksi yang terjadi setiap

sebulan sekali yang biasa disebut dengan menstruasi. Menstruasi yaitu
perdarahan pada rahim yang terjadi setiap satu bulan sekali dan merupakan
satu kriteria yang dimiliki perempuan normal.*® Menstruasi yang dialami
para perempuan yang siklus menstruasinya tidak normal seperti terasa sakit
saat mengalami mestruasi, memberi dampak perempuan tidak dappat
melakukan tugasnya dalam pekerjaan seperti pada hari biasanya.

Pada wawancara peneliti dengan tenaga kerja perempuan yang
bekerja di perusahaan Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan,
Ria Januarti, “Untuk cuti menstruasi, saya sendiri tidak mengetahui adanya
Pasal yang mengatur tentang hak tersebut, dan setau saya permohonan cuti
menstruasi jarang sekali terjadi di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri, banyak tenaga kerja pada saat menstruasi lebih memilih meminum
obat pereda nyeri. Menurut saya pribadi, sepertinya para tenaga kerja yang
lain juga tidak ada yang mengetahui tentang adanya peraturan yang

mengatur tentang hak cuti pada saat menstruasi, sehingga tidak ada satupun

% P K Suma’mur, Hygiene Perusahaan & Keselamatan Kerja (Jakarta: Gunung Agung,
2009), 147.



tenaga kerja yang mengajukan permohonan cuti menstruasi sebagaimana
yang telah diatur pada undang-undang tersebut.”**°

Peraturan yang membahas tentang beberapa hak tenaga kerja
perempuan dalam Undang-Undang yang telah diuraikan di atas adalah suatu
bentuk aturan bagi tenaga kerja perempuan agar terhindar dari permasalahan
diskriminasi, tentunya tetap memperhatikan hal-hal khusus yang ada pada
diri perempuan secara alami, dan mendapatkan perlindungan oleh undang-
undang. Peraturan tentang hak-hak tenaga kerja perempuan mengatur secara
detail tentang hak-hak tenaga kerja perempuan sekaligus memberikan
perlindungan pada perusahaan atau pemberi kerja di dalam menjalankan
seluruh kewajiban terhadap tenaga kerja perempuan, sehingga akan
memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan di Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, ada beberapa hak yang belum
terpenuhi dan tentu saja dirasakan dampaknya oleh para tenaga kerja
perempuan yang bekerja di lingkungan Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan. Beberapa hak yang dipenuhi oleh Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri adalah seperti Hak Tenaga Kerja untuk hamil, Hak
Cuti Hamil, Hak Cuti Melahirkan, Hak Perempuan untuk Mendapat
Perlindungan selama masa kehamilan. Dan hak-hak tenaga kerja perempuan
yang tidak terpenuhi antara lain yaitu hak untuk menyusui atau lebih
tepatnya fasilitas ruangan untuk ibu menyusui, dan juga hak tenaga kerja
perempuan cuti menstruasi.

Hak-hak tenaga kerja perempuan telah ditetapkan pada peraturan
perundang-undangan. Dan pada prakteknya masih terdapat perusahaan yang
tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Berdasarkan peraturan

perundangan-undangan sanksi yang seharusnya diterima seseorang yang

40 Wawancara dengan lbu Ria Januarti Tanaga Kerja Perempuan di Kampus PTKI
Medan, hari Selasa tanggal 26 April 2022. Bertempatan di Kampus PTKI Medan.



melanggar atau pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak
tenaga kerja perempuan yaitu:
a. Sanksi Administrasi
Apabila pengusaha atau siapapun yang memperlakukan tenaga
kerja termasuk didalamnya tenaga kerja perempuan secara diskriminasi
ataupun menyalahi peraturan yang telah ditetapkan, seperti dalam hal
memberikan suatu kesempatan yang berbeda dalam mendapatkan
kesempatannya mendapatkan pekerjaan. Maka pengusaha bisa dikenakan
sanksi administrasi. Mengacu pada Pasal 190 Undang-undang
Ketenagakerjaan, bentuk sanksi administrasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), yaitu antara lain:

1. Teguran

2. Peringatan tertulis

3. Pembatasan kegiatan usaha

4. Pembekuan kegiatan usaha

5. Pembatalan persetujuan

6. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi

7. Pencabutan atas izin usaha

b. Sanksi Pidana

Pelaku pelanggaran hak tenaga kerja perempuan juga dapat
diberikan sanksi pidana penjara atau denda. Diatur dalam beberapa pasal
Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu berupa :

1. Sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana kejahatan dengan
risiko pidana penjara paling ringkas satu tahun dan paling lama
empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan
paling banyak Rp.400.000.000,- bagi perusahaan ataupun
pengusaha yang tidak memberikan tenaga kerja perempuan hak
istirahat selama 1,5 bulan sebelum tenaga kerja perempuan

melahirkan dan 1,5 bulan setelah tenaga kerja perempuan



melahirkan sesuai keterangan yang telah diberikan dokter atau
bidan. (Pasal 185 Undang-undang Ketenegakerjaan)

. Saksi yang diberikan kepada tindak pidana yang melanggar dan
diancam penjara paling ringkas satu bulan dan paling lama empat
tahun atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling
banyak Rp. 400.000.000,- bagi perusahaan atau pengusaha yang
tidak membayar upah yang seharusnya diberikan kepada tenaga
kerja perempuan yang merasakan sakit pada saat hari pertama
dan hari kedua menstruasi sehingga karena hal tersebut mereka
tidak bisa menjalankan pekerjaan yang seharusnya dilakukan.
(Pasal 186 Undang-undang Ketenagakerjaan).

. Sanksi tindak pidana yang melanggar peraturan dengan ancaman
hukuman kurungan paling ringkas satu bulan dan paling lama 12
bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- terhadap perusahaan atau pengusaha
yang:

1) Mempekerjakan tenaga kerja perempuan yang berumur
kurang dari 18 tahun pada jam 23.00 sampai dengan jam
07.00.

2) Mempekerjakan tenaga kerja perempuan hamil yang
menurut  keterangan yang telah diberikan dokter
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya
maupun dirinya sendiri bila bekerja pada jam 23.00
sampai dengan jam 07.00.

3) Mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara jam 23.00
samapai dengan jam 07.00 dan tidak memberikan
makanan serta minuman dan tidak menjaga kesusilaan

atau keamanan selama di tempat kerja.



4) Tidak memberikan fasilitas seperti kendaraan antar
jemput bagi tenaga kerja perempuan yang berangkat dan

pulang kerja antara jam 23.00 sampai dengan jam 05.00.

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan Hak-Hak Maternitis Tenaga
Kerja Perempuan di Kampus PTKI Medan

Pada rangka terjaminnya hak-hak yang harus diterima oleh tenaga kerja
perempuan di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan tentu saja
wajib melibatkan beberapa pihak terkait, diantaranya Pemerintah, Pengusaha
atau Asosiasi, dan masyarakat dalam hal ini yaitu tenaga kerja. Selain hal
tersebut, faktor-faktor yg mempengaruhi terjaminnya hak-hak maternitas tenaga
kerja perempuan, yaitu:

1. Regulasi

Regulasi artinya hukum atau kebijakan yang dirancang untuk
mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku. Kebijakan biasa
berisikan tentang cara menanggapi, menemukan penyebab, memberi solusi
terhadap persoalan yang terjadi serta pada akhirnya memberikan solusi
maupun dapat mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat, kebijakan
yang telah dirancang dapat dibuat serta memfokuskan pada bagaimana cara
memecahkan masalah sehingga memberikan dampak yang lebih baik.
Kebijakan tentu juga bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal
pengawasan ketenagakerjaan serta bisa menjadi solusi dalam memecahkan
permasalahan yang terjadi.

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian diatan ialah regulasi

sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung pemerintah dalam

41 “Bentuk-Bentuk Sanksi yang Harus di Ketahui Pengusaha Menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Yuridis.id, diakses Juni 15, 2022,
https://yuridis.id/bentuk-bentuk-sanksi-yang-wajib-di-ketahui-pengusaha-menurut-undang-
undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/.



melaksanakan perannya agar bisa memberikan jaminan terhadap hak-hak
yang diperoleh tenaga kerja perempuan dan upaya penegakan hukum
ketenagakerjaan. Pada uraian diatas, pada prakteknya yang terjadi di
Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan kebijakan telah dibuat
dengan sebagaimana mestinya, tetapi tetap saja pihak-pihak terkait seperti
perusahaan maupun tenaga kerja perempuan masih belum sadar akan adanya
kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Hal
ini bisa menjadi faktor tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya
didapatkan oleh tenaga kerja perempuan. Regulasi atau kebijakan dibuat
tentunya untuk menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi, dalam hal ini
tentunya untuk menyelesaikan permasalahan tentang hak-hak tenaga kerja
perempuan yang belum terpenuhi.
2. Pembinaan atau pelatihan

Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan harus menerapkan
metode Preventif Edukatif yaitu upaya pencegahan melalui penyebarluasan
aturan ketenagakerjaan atau upaya pelatihan, vyaitu terlebih dahulu
memberikaan pembinaan pada perusahaan ataupun masyarakat yang ada
dalam industrinya serta diberikan pemahaman tentang informasi mengenai
beberapa ketentuan dalam ketenagakerjaan, pihak Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri juga telah memberikan pelatihan kepada tenaga
kerja perempuan yang bekerja di kampus tersebut, namun hal ini belum
dilaksanakan secara optimal oleh pihak Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan.
3. Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan pemerintah untuk melaksanakan
pengawasan wajib  bisa memerikan perubahan sesuai dengan yang
diharapkan, sehingga pihak yang terlibat pada pelaksanaan pengawasan
merupakan orang yang memiliki kemampuan pada bidangnya agar dapat

memberi kontribusi positif untuk keberhasilan dalam pengawasan



ketenagakerjaan khususnya pengawasan hak-hak tenaga kerja perempuan
pada perusahaan. dengan kemampuan pemerintah, tentunya bisa menjadi
faktor terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan, tentu saja pengawasan
pada Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 akan lebih diperhatikan.
Faktor pendukung lainnya ialah Undang-Undang nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur serta Skala Upah. Peraturan tersebut
menjadi dasar pihak perusahaan untuk melaksanakaan perlindungan
terhadap para pekerja perempuan. Selain itu peraturan peraturan tersebut
telah memberikan kejelasan terhadap hak tenaga kerja perempuan serta
kewajiban pengusaha atau perusahaan. Berdasarkan penjelaasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga
kerja perempuan pada Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan.
Adapun yang menjadi faktor-faktor tidak terpenuhinya hak-hak
maternitas tenaga kerja perempuan di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan antara lain, yaitu:
1. Faktor Internal
Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan itu sendiri, yaitu seperti:
a. Minimnya Anggaran Dana Untuk Memenuhi Hak-Hak Tenaga Kerja
Perempuan
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pegawai Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, anggaran perusahaan lebih
difokuskan untuk dana oprasional dan juga anggaran pendapatan
perusahaan diutamakan untuk gaji pekerja. Hal ini tentunya menjadi
faktor tidak terpenuhinnya hak yang seharusnya diperoleh tenaga kerja

perempuan. Seperti contohnya fasilitas ruang menyusui untuk tenaga



kerja perempuan, akibat dari minimnya anggaran sehingga fasilitas ruang

menyusui di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri tidak tersedia.

b. Kurangnya Kesadaran Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri
Medan Dalam Memenuhi Hak Tenaga Kerja Perempuan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tenaga kerja perempuan
ataupun pegawai Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
mengenai kesadaran perusahaan terhadap hak-hak tenaga kerja yang
seharusnya didapatkan tenaga kerja. perempuan yang bekerja pada
perusahaan tersebut, tanggapan serius akan hak-hak tenaga Kkerja
perempuan antara perusahaan dan juga pegawai itu sendiri belum terlalu
sadar akan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh tenaga kerja itu
sendiri.

Dari hasil wawancara dengan pegawai di Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan, Resti Ayu Ningrum menyatakan,
“Bahkan saya sendiripun tidak mengetahui adanya pasal-pasal yang
mengatur hak-hak tenaga kerja perempuan, seperti hak cuti menstruasi,
hak menyusui maupun hak yang lainnya.”*? Pada saat syarat pertama Kali
karyawan diterima kerja maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua
belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakjerjaan harus diatur sedemikian rupa
sehingga dapat terpenuhinya hak-hak serta perlindungan yang mendasar
bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan bisa terwujudnya
kondisi yang aman bagi pengembangan dunia usaha. Hal tersebut dapat
dihubungkan dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu dalam penerapan

42 Wawancara dengan Ibu Resti Ayu Ningrum, Pegawai Akademik di Kampus PTKI
Medan, hari Selasa tanggal 26 April 2022.



suatu penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu salah
satunya ialah faktor penegakan hukum® vyaitu para pihak yang
menentukan ataupun yang melaksanakan hukum dalam hal ini adalah
Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Upaya pembinaan
bagi tenaga kerja dan perusahaan dalam hal penegakkan hak-hak tenaga
kerja, khususnya tenaga kerja perempuan harus terus dilaksanakan. Hal
ini bertujuan untuk tenaga kerja lebih memahami hak-haknya dan
perusahaan atau pengusaha lebih memahami akan kewajiban-kewajiban
yang harus dipenuhinya.

c. Faktor Masyarakat

Minimnya lapangan pekerjaan serta sulitnya mencari lapangan
pekerjaan pada masa sekarang serta karena tenaga kerja perempuan tidak
menyadari akan hal yang berbahaya yang mereka timbulkan dari
perbuatan yang mungkin akan berdampak negatif pada tenaga kerja
perempuan lain yang belum tentu memiliki ketahanan tubuh yang sama
dibanding keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja dalam keadaan
yang justru tidak produktif. Alasan dibuatnya peraturan perundang-
undangan tersebut adalah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
perempuan yaitu untuk lebih meningkatkan derajat hidup tenaga kerja
serta lingkungan tempat mereka bekerja.

Hal ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yaitu salah
satu faktor penghambat penegakan hukum adalah masyarakat yang tidak
paham serta tenaga kerja perempuan kurang sadar mengenai hak-hak cuti
yang seharusnya mereka peroleh. Contohnya seperti cuti menstruasi
yang dalam prakteknya pada Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu tenaga

kerja perempuan yang bekerja diperusahaan tersebut memberikan

43 Bill Clinton, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT. Beka
Engineering Pangkalan Kerinci,” 11.



pernyataan tidak mengetahui bahwasannya ada peraturan perundang-
udangan yang membahas tentang cuti menstruasi tersebut, dan
berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, dapat di lihat
bahwasannya informasi yang didapatkan tenaga kerja sangat minim serta
kesadaran tenaga kerja akan hak-hak yang seharusnya didapat di dalam
suatu perusahaan.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yakni faktor penghambat yang berasal dari pihak
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Medan. Beberapa hal yang dapat
menjadi hambatan, antara lain:
a) Kurangnya Pengawasan dan Sosialiasi dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Pengawasan atau pengamatan ketenagakerjaan merupakan salah
satu yang penting dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,
dan bisa dijadikan cara untuk upaya penegakan hukum ketenagakerjaan
secara merata. Disamping itu melalui pengawasan Pasal 178 ayat 1
Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur “Pengawasan
ketenagakerjaan dilaksanakan unit kerja tersendiri pada instansi yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.” Dalam hal ini
perlindungan serta pengawasan diperankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Untuk terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan, tentunya
diperlukan adanya pengawasan yang serius oleh petinggi atau orang
yang lebih berwenang. Seharusnya hak-hak tenaga kerja perempuan
lebih mendapatkan perhatian dan sosialisasi yang lebih serius oleh
pemerintah dan juga pengusaha, tentunya tenaga kerja perempuan juga
harus sadar akan hak-hak yang akan mereka terima dan harus terpenuhi.

Proses pengawasan tentunya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya



apabila tenaga kerja yang bersangkutan tidak melakukan laporan ketika
terjadinya kesalahan, hingga proses pengawasannya pun tidak hanya
dilakukan oleh petinggi atau orang yang berwenang tetapi juga oleh
tenaga kerja perempuan yang ada di lapangan.

Dalam prakteknya, peneliti dalam wawancaranya menemukan hasil
bahwa kurangnya kesadaran terhadap para pengusaha maupun tenaga
kerja perempuan itu sendiri terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh.
Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak
terjaminnya hak-hak tenaga kerja perempuan. Tentunya kesadaran antara
tenaga kerja perempuan dan juga pengusaha atau perusahaan sangat
penting dalam hal ini, terlaksananya hak-hak yang harus diterima tenaga
kerja perempuan tentunya harus dimulai dengan adanya kesadaran dari
kedua belah pihak yang bersangkutan.

b) Tidak adanya penegakan sanksi

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan
sanksi yang cukup tegas kepada Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan maupun perusahaan lainnya yang mengabaikan hak cuti
menstruasi serta tidak memfasilitasi ruang khusus untuk tenaga kerja
perempuan yang sedang menyusui.

Berdasarkan beberapa hal diatas dapat diketahui hambatan yang
dihadapi oleh di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan sebagai
tenaga kerja di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
yaitu terdiri dari beberapa faktor yang sebagaimana sudah peneliti

uraikan di atas.

D. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Hak-Hak Maternitas Tenaga Kerja

Perempuan



Figh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah
wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siyasah yang didasarkan pada Al Qur’an dan
Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyyah yakni Siyasah yang
dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral
dengan memperhatikan prinsip-prinsip. umum syari’at dalam mengatur hidup
manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyyah disebut juga politik
ketatanegaraan yang bersifat syar’i.

Dalam Islam bekerja merupakan kewajiban yang mulia bagi setiap
manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Allah juga memerintahkan

hambanya untuk bekerja dalam firmannya di dalam surah At- Taubah ayat 105:

Ottt g 50 alee &) (5 | slad ) Jis

Oshass 258 Lay a5 saleall 5 sl e N 955

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah
kamu kerjakan.”**

Dalam menuntun hubungan perusahaan dan tenaga kerja, Islam memiliki
prinsip Muswah (kesetaran) dan ‘adlah (keadilan). Dengan prinsip kesetaraan
menempatkan perusahaan atau pengusaha dan tenaga kerja pada kedudukan
yang sama, yaitu saling menguntungkan dan membutuhkan. Pada satu pihak
tenaga kerja membutuhkan upah serta terlindunginya hak-hak sebagai tenaga
kerja dan dipihak lain perusahaan maupun pengusaha membutuhkan tenaga,
maka pada saat menentukan hak dan kewajiban di dasarkan pada asas

kesetaraan. Semua manusia baik tenaga kerja dan perusahaan maupun

4 QS At-Taubah [9] : 105



pengusaha adalah sama sebagai hamba Allah. Maka hak dan kewajiban diantara
keduanya sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dimata Allah.*

Secara kodtrat, perempuan sangat berbeda dengan laki-laki dan dalam
permasalahan ini tentu saja pada hal maternitas. Berkaitan dengan maternitas,
maka tenaga kerja perempuan yang sedang mengalami proses maternitas
ataupun reproduksi seperti yang kita ketahui yaitu menstruasi, hamil, melahirkan
bahkan keguguran perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan atas
kesehatannya, mengingat perempuan merupakan seseorang Yyang akan
melahirkan generasi penerus bangsa. Hafez Ibrahim menyatakan:

“Islam melindungi hak maternitas perempuan secara universal, salah satu
buktinya adalah perempuan yang sedang menstruasi mendapat rukhsah
(keringanan) dalam hal ibadah, bahkan mereka dilarang untuk melaksanakan
shalat dan puasa.”*® Pada hal ini, yang seharusnya berwenang mengatur tentang
hak yang seharusnya diterima para tenaga kerja adalah pemerintah. Seperti yang
terkandung dalam Al-Qur’an tentang tanggung jawab pemerintah pada Q.S An-
nisa Ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”*’ Berdasarkan ayat tersebut maka
pemerintah memiliki peranan penting dalam persoalan ini, dan juga pihak

seperti perusahaan maupun pengusaha seharusnya lebih paham akan hak-hak

% Ayu Erza, “Tinjauan Figh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1 (Studi Di Pt
Holland Bakery Cabang Raden Intan Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2021), 22.

% Arini Rusydah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan hak Reproduksi
Tenaga Kerja Wanita (Studi Pasal 81 UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 3.
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yang terdapat pada tenaga kerja sebelum mereka melakukan hubungan kerja
dengan para tenaga kerja.

Perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan ataupun pengusaha
memuat hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Tenaga kerja berhak atas materil dan spritual, termasuk di dalamnya hak-hak
untuk cuti karena masalah reproduksi. Sedangkan perusahaan maupun
pengusaha berhak mendapat keuntungan. Perjanjian kerja dalam syari’at Islam
digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (ijarah), khususnya ijarah a’yan,
yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suau pekerjaan. Pihak
yang melakukan pekerjaan disebut ajir sedangkan yang memperoleh manfaat
dari pekerjaan ajir (pemberi kerja) disebut musta jir.*®

Al-Qur’an telah memberikan informasi kepada manusia untuk
memberikan hak-hak khusus tenaga kerja perempuan. Memang secara tersurat,
tidak akan kita temukan ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebutkan ada kata ‘hak-
hak khusus tenaga kerja perempuan’. Namun secara tersirat, ada dalil-dalil
umum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat di jadikan landasan untuk

memberikan hak tersebut seperti yang telah disampaikan diatas.

8 Rusydah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga
Kerja Wanita (Studi Pasal 81 UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan),” 12.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan antara lain:

1. Hak tenaga kerja perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selain itu juga diatur dalam
konstitusi, seperti persamaan hak perempuan untuk bekerja dan
mendapat perlakuan yang layak, terdapat pada Pasal 27 Undang-
Undang Dasar 1945. Hak Maternitas Tenaga Kerja Perempuan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan diantaranya pada Pasal 153 ayat (1) huruf e tentang
hak para tenaga kerja perempuan untuk hamil, Pasal 82 tentang hak
cuti hamil bagi tenaga kerja perempuan, Pasal 76 ayat (2) tentang hak
tenaga kerja perempuan untuk mendapatkan perlindungan selama
masa kehamilan, Pasal 83 tentang hak tenaga kerja perempuan untuk
mendapatkan fasilitas menyusui (hak menyusui dan atau memerah
ASI), Pasal 81 tentang hak tenaga kerja perempuan cuti menstruasi.
Pada Pasal-Pasal yang sudah diuraikan diatas, dapat diartikan sudah
terjaminnya hak-hak yang seharusnya diterima para tenaga kerja
perempuan.

2. Upaya yang dilakukan pihak Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan untuk dapat memenuhi hak-hak maternitas tenaga
kerja perempuan yaitu dengan cara penyebarluasan aturan
ketenagakerjaan maupun memberikan pelatihan kepada tenaga kerja
perempuan, pihak Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri

Medan telah memenuhi beberapa hak maternitis Tenaga Kerja
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Perempuan seperti hak tenaga kerja untuk hamil, hak cuti hamil bagi
tenaga kerja perempuan, hak tenaga kerja perempuan untuk mendapat
perlindungan selama masa kehamilan. Akan tetapi, hak-hak
maternitas yang seharusnya diperoleh tenaga kerja perempuan, belum
semuanya terpenuhi secara maksimal, seperti hak tenaga kerja
perempuan untuk mendapatkan fasilitas ruangan menyusui dan juga
hak tenaga kerja perempuan untuk cuti menstruasi ketika merasakan
nyeri belum dilaksanakan dengan beberapa sebab yaitu berdasarkan
faktor internal seperti minimnya anggaran dana untuk memenuhi hak-
hak tenaga kerja perempuan, kurangnya -kesadaran Kampus
Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan dalam pemberian hak
tenaga kerja perempuan, serta dari faktor masyarakat itu sendiri, dan
juga tidak terpenuhi karena adanya faktor eksternal seperti kurangnya
pengawasan dan sosialisasi dari dinas tenagakerja dan transmigrasi,
dan tidak adanya penegakan sanksi terhadap pihak yang melanggar.

. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah :

. Bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan lebih
menjamin hak-hak maternitas yang seharusnya diterima tenaga kerja
perempuan. Dalam hal ini, seharunya pemerintah memberi sanksi
tegas terhadap perusahaan yang masih melanggar aturan-aturan yang
telah dibuat.

. Untuk lebih mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan
terjaminnya hak-hak tenaga kerja perempuan, disarankan tenaga kerja
perempuan lebih peduli terhadap hak-hak yang seharusnya mereka
terima oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Serta diharapkan dari
pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi untuk menghimbau

para perusahaan dan tenaga kerja perempuan tentang peraturan
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perundang-undangan ini. Dan juga diharapkan kepada para tenaga
kerja perempuan mengadukan kepada dinas ketenagakerjaan apabila
tidak terpenuhinya hak-hak maternitas yang seharusnya mereka
peroleh.

. Kepada pemerintah khususnya lembaga pengawasan pelaksanaan
hak-hak tenaga kerja perempuan (Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi) agar dapat melaksanakan sistem pengawasan, alokasi
dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang mengabaikan

hak-hak tenaga kerja perempuan dalam hal ini yaitu hak maternitis.
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Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian




Lampiran 4: Surat 1zin Melakukan Penelitian




Lampiran 5: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Skripsi

Nama Peneliti/NIM

Institusi Peneliti

Hak Maternitas Tenaga Kerja Perempuan Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Kampus Politeknik

Teknologi Kimia Industri Medan Denai).
Difa Mutia Dara/180105056

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

No. Nama dan Jabatan Peran dalam Penelitian

Nama : Mahyana, S.E

1 | Pekerjaan : Kasubag Akademik Lol
Alamat  :JIn. Menteng VIi No. 71
Nama : Ria Januarti, M.Si

2 | Pekerjaan : Dosen PTKI Informan
Alamat  :JIn. Menteng Raya No.51
Nama : Resti Ayu Ningrum, M.SI

3 | Pekerjaan : Asisten Laboraturium Informan
Alamat  :JIn. Jermal X No. 4
Nama : Nurul Sadhrina Bintang

4 | Pekerjaan : Pelaksana Akademik Informan
Alamat  : Kompleks Dosen PTKI
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Lampiran 6: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara













Lampiran 7: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi

Waktu Wawancara

Hari/Tanggal

Orang yang diwawancarali

Jabatan orang yang diwawancarai

‘HAK ~ MATERNITAS TENAGA
KERJA PEREMPUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus
di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan).

:09.00 WIB

: Selasa/ 26 April 2022

: Mahyana, S.E

: Kasubag Akademik di PTKI

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Hak Maternitas Tenaga Kerja
Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan).” Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan
penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.
Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 menit (Dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1.

Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan?

Apakah ibu tau ada pasal di dalamnya yang mengandung aturan tentang

hak tenaga kerja perempuan?

Apakah ibu tau ada pasal di dalamnya yang mengandung aturan tentang

hak tenaga kerja perempuan?
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi

Waktu Wawancara

Hari/Tanggal

Orang yang diwawancarai

Jabatan orang yang diwawancarai

‘HAK MATERNITAS  TENAGA
KERJA PEREMPUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus
di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan).

: 09.00 WIB

: Selasa/ 26 April 2022

: Nurul Sadhrina Bintang

: Pelaksana Akademik di PTKI

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Hak Maternitas Tenaga Kerja
Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan).” Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan
penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.
Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 menit (Dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1.

Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan?

Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuan di

perusahaan ini seperti cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan?

Mengenai ruang tempat memompa ASI atau menyusui apakah di

perusahaan ini disediakan?
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi ‘HAK MATERNAL TENAGA KERJA
PEREMPUAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus di Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan).

Waktu Wawancara :09.00 WIB
Hari/Tanggal - Selasa/ 26 April 2022
Orang yang diwawancarai : Ria Januarti, M.Si
Jabatan orang yang diwawancarai  : Dosen PTKI

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Hak Maternal Tenaga Kerja
Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan).” Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan
penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 menit (Dua puluh menit).
Daftar Pertanyaan:

1. Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan?

2. Apakah para tenaga kerja perempuan mengetahui adanya pasal yang
mengatur tentang cuti menstruasi?

3. Menurut ibu pribadi, bagaimana solusi dalam penyelesaian hak-hak para

tenaga kerja perempuan yang tidak terpenuhi?
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi ‘HAK MATERNAL TENAGA KERJA
PEREMPUAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus di Kampus Politeknik
Teknologi Kimia Industri Medan).

Waktu Wawancara :09.00 WIB
Hari/Tanggal - Selasa/ 26 April 2022
Orang yang diwawancarai : Resti Ayu Ningrum, M.Si

Jabatan orang yang diwawancarai  : Asisten Laboraturium

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Hak Maternal Tenaga Kerja
Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri Medan).” Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan
penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai.

Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 20 menit (Dua puluh menit).
Daftar Pertanyaan:

1. Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan?

2. Apakah ada kendala bagi ibu selaku tenaga kerja perempuan selama
hamil bekerja diperusahaan?

3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja perempuan di

perusahaan ini seperti cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan?

73



Lampiran 8: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Informan : Nurul Shadrina Bintang
No.| T/ Isi Wawancara
1 T Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3 J Saya pribadi tau ada wundang-undang yang mengatur
4 tentang hak tenaga kerja perempuan, tapi jelasnya pada
5 undang-undang nomor berapa saya tidak tau.
6 T Bagaimana penerapan pasal-pasal dalam undang-undang
7 tersebut di perusahaan ini bagi tenaga kerja perempuan?
8 J Penerapannya disini cukup baik ya, para tenaga kerja tidak
9 dilarang untuk hamil dan tetap diberikan gaji, untuk tenaga
10 kerja yang sedang hamil seperti saya sekarang juga tidak
11 terlalu dibebankan banyak kerjaan.
12 T Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga Kkerja
13 perempuan di perusahaan ini seperti cuti haid, cuti hamil
14 dan cuti melahirkan?
15 J Untuk cuti melahirkan dikasih cuti 1,5 bulan sebelum dan
16 1,5 bulan setelah melahirkan, kalau untuk cuti haid saya
17 pribadi kurang tau ada pasal yang mengatur hal itu, jadi
18 selama ini kalau menstruasi paling minum obat pereda
19 nyeri
20 T Mengenai ruang tempat memompa ASI atau menyusui
21 apakah di perusahaan ini disediakan?
22 J Engga ada kalau untuk ruangan, jadi paling untuk tenaga
23 kerja yang ingin menyusui apabila rumahnya dekat,
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24 mereka akan pulang ke rumahnya.

25 T Apakah di perusahaan ini sudah memberikan kelonggaran

26 waktu yang cukup untuk menyusui?

27 J Paling untuk menyusui di jam makan siang, para tenaga

28 kerja memanfaatkan waktu tersebut

29 T Apakah ada kendala bagi ibu selama hamil bekerja

30 diperusahaan?

31 J Sejauh ini tidak ada, semunya sangat membantu saya

32 selama masa kehamilan ini, tidak ada pekerjaan yang

33 memberatkan saya.

2. Informan: Ria Januarti, M.Si
No..| T Isi Wawancara

1 T Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2 2003 tentang Ketenagakerjaan?

3 J Saya tidak tau mengenai hal tersebut

7 T Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga Kkerja
perempuan di perusahaan ini seperti cuti haid, cuti hamil
dan cuti melahirkan?

8 J Pelaksanaannya disini ya untuk cuti hamil maupun cuti
melahirkan pastinya diberikan dari perusahaan kepada
tenaga kerja yang sedang hamil

15 T Apakah para tenaga kerja perempuan mengetahui adanya
pasal yang mengatur tentang cuti menstruasi?

16 J Jujur saya pribadi engga tau ada pasal yang mengatur
tentang hak cuti menstruasi, dan saya rasapun banyak
tenaga kerja disini yang tidak mengetahui hal tersebut,
saya kalau sakit menstruasi biasanya minum obat pereda
nyeri, engga pernah mengajukan cuti menstruasi
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17 T Menurut ibu pribadi, bagaimana solusi dalam penyelesaian
hak-hak para tenaga kerja perempuan yang tidak
terpenuhi?

18 J Seperti saya yang pegawai baru tidak pernah mendapatkan
penyuluhan, jadi seharusnya lebih diperhatikan dalam hal
itu sih, supaya semua pihak sadar dengan hak-haknya

3. Informan: Resti Ayu Ningrum, M.Si

No. | TA Isi Wawancara

1 T Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2 2003 tentang Ketenagakerjaan?

3 J Saya engga tau pula ya tentang aturan itu

4 T Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga Kkerja

5 perempuan di perusahaan ini seperti cuti haid, cuti hamil

6 dan cuti melahirkan?

8 J Untuk cuti itu diberikan oleh perusahaan, pasti tenaga

9 kerja yang sedang hamil dikasih cuti

10 T Apakah ada kendala bagi ibu selaku tenaga Kkerja

11 perempuan selama hamil bekerja diperusahaan?

12 J Untuk ibu -hamil pasti disini saling membantu sih ya,

13 engga mungkin juga dibiarkan mengerjakan hal berat

14 T Menurut ibu pribadi, bagaimana solusi dalam penyelesaian

15 hak-hak para tenaga Kkerja perempuan yang tidak

16 terpenuhi?

17 J Saya sih pastinya mengembalikan hal tersebut kepada
perusahaan, harus dimusyawarahkan, apa hak itu bisa
diusahakan untuk kedepannya bisa terpenuhi atau bisa
lebih diperhatikan, kan hal itu juga butuh saran Kita ya
untuk perusahaan disini.
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4. Informan: Mahyana, S.E
No.| T/ Isi Wawancara
1 T Apakah ibu mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3 J lya, saya tau mengenai undang-undang tersebut
4 T Apakah ibu tau ada pasal di dalamnya yang mengandung
5 aturan tentang hak tenaga kerja perempuan?
6 J Untuk spesifik hal apa saja yang diatur dalam aturan
7 tersebut saya engga tau, tapi seperti hak untuk hamil, hak
8 cuti. hamil, dan hak cuti melahirkan pastinya sudah
9 dipenuhi oleh perusahaan
10 T Mengenai ruang tempat memompa ASI atau menyusui
11 apakah di perusahaan ini disediakan?
12 J Untuk ruangan engga ada disini, karena dari dana juga kan
13 harus dipikirkan ya untuk membuat ruangannya, palingan
14 kita izin pulang saja
15 T Apakah di perusahaan ini sudah memberikan kelonggaran
16 waktu yang cukup untuk menyusui?
17 J Untuk waktunya itu saat jam istirahat makan siang,
18 pegawai baru bisa pulang untuk menyusui
19 T Apakah ibu tau ada pasal di dalamnya yang mengandung
20 aturan tentang hak tenaga kerja perempuan?
21
22 J Sebetulnya dengan adanya penelitian seperti ini juga bisa
23 menjadi solusi bagi kami yang ada disini, yang tadinya
24 kami engga tau, jadinya sekarang bisa lebih tau dan paham
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Wanwancara dengan Ria Januarti, M.Si. Selasa 26 April 2022 (Dosen

Wawancara Dengan Resti Ayu Ningrum, M.Si . Selasa 26 April 2022
(Asisten Laboraturium PTKI Medan)
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Wawancara dengan Nurul Sadhrina Bintang, Selasa 26 April 2022
(Pelaksana Akademik di PTKI Medan)

Memberikan surat penelitian di Kampus Politeknik Teknologi Kimia
Industri dengan Mahyana, S.E
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